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TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN
rAT>A !%*M>A£>FuAft 'NEUEK1TUB ARAN

KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN

Menimbang : a. Bahwa nntnk membangun kepercayaan masyarakat terhadap 
Badan Peradilan maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan 
kualitas terhadap pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam 
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nom or 25 Tahun 
2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan terkait 
lainnya;

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik maka tiap-tiap lembaga Negara yang 
menyelenggarakan pelayanan publik wajib menyusun standar 
pelayanan publik;

c. Bahwa pelayanan Pengadilan adalah kegiatan dalam rangka 
pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi masyarakat khusus pencari 
keadilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Badan- 
Badan Peradilan dibawahnya Berdasarkan Peraturan Perundang- 
Undangfiti dan pritvsiu- nruvsip pelayanan .publik,

d. Bahwa untuk menjalankan fungsi tersebut dengan sebaik-baiknya
maka Pengadilan Negeri Kisaran perlu menyusun standar 
pelayanan publik yang dapat dijadikan acuan untuk
menyelenggaran dan memberikan pelayanan publik bagi pencari 
keadilan dan masyarakat;

e. Sesuai dengan pertim bangan dalam huru f a, b, c, d maka perlu  
ditetapkan standar pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri 
Kisaran.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan 
Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman 
Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 

KeHakiman;
5. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administarsi pada Mahkamah 

Agung RI (Buku III);
6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nom or 1-144 Tahun



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETTGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor

076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penanganan Pengaduan pada Badan Peradilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung PU Nomor 
026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Pengadilan.

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN TENTANG 
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERADILAN PADA PENGADILAN 
NEGERI KISARAN;

; 'Mencabut surat kepuiusan  Ketua Pengadilan ~Kisaran Tvomor 
25/SK/KPN/2/2021 tanggal 23 Februari 2021, tentang Pembentukan 
Standar Pelayanan Peradilan Pengadilan Negeri Kisaran;

: Menerapkan Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri Kisaran 
sebagaimana diatur dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai dasar 
bagi Pengadilan Negeri Kisaran dalam memberikan Pelayanan kepada 
publik dan m engatur lebih lanjut detail pelaksanaan pelayanan yang 
dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Kisaran;

Memerintahkan fcepacfa setiap 6agian Kepaniteraan Pengadilan Negeri 
Kisaran untuk menyusun Standar Pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanan yang diberikan oleh masing-masing bagian Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Kisaran;

: Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Peradilan pada Pengadilan Negeri 
Kisaran disebut dalam lapiran Surat Keputusan ini;

Hal-hal yang belum diatur dalam lampiran surat keputusan ini akan 
ditetapkan ieb in  lanjift;

: Keputusan ini mulai berlaku berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan bahwa apabifet dikemadian hari terdkpat kekeliruan akari 
diadkan perbaikan seperlunya.
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5. Pelaksana pelayanan Pengadilan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah 
pejabat, Pegawai, petugas, dan setiap orang yang bertugas melaksanakan 
tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan Pengadilan.

6. Masyarakat adafafi seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai 
orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan 
sebagai penerima manfaat pelayanan Pengadilan, baik secara langsung maupun 
tidak langsung.

7. Hari adalah hari keija kecuali disebutkan lain dalam ketentuan ini.

II. STANDAR PELAYANAN UMUM PADA PENGADILAN NEGERI KISARAN

A. Pelayanan Persidangan
1- Sidang Pengadilan ’Negeri Kisaran dimuiai pada jam 9.00. Dalam hal sidang tertunda 

pelaksanaannya, maka Pengadilan akan memberikan informasi mengenai alasan 
penundaan kepada para pencari keadilan maupun masyarakat umum.

2. Pemanggilan para pihak dilakukan dengan cara pemanggilan para pihak oleh 
Petugas Pengadilan yaitu penjaga sidang agar masuk ke ruang sidang untuk 
pemeriksaan perkara berdasarkan sistem antrian; atau pemanggilan para pihak oleh 
Petugas, Pengadilan Negeri Kisaran terbagi menjadi dua ses.1, yaitu ses.1 pagi dari jam 
9.00-12.00 dan sesi siang dari jam 13.00-17.00. Pemeriksaan perkara dilakukan 
berdasarkan sistem antrian.

3. Pengadilan mengumumkan jadwal sidang kepada masyarakat pada papan 
pengumuman, situs resmi Pengadilan dan media lainnya yang mudah dilihat 
masyarakat.

4. Pengadilan menyediakan juru bahasa atau penerjemah untuk membantu pencari 
keadilan yang tidak memahami bahasa Indonesia atau memiliki kebutuhan khusus 
untuk mengikuti jalannya persidangan. Untuk mendapatkan layanan tersebut, 
masyarakat dapat mengajukan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua 
Majeffs Hakim sebelum hari sidang dimufaf; atau dapat mengajukannya secara ffsan 
di hadapan Majelis Hakim.

5. Pengadilan Negeri Kisaran memutus dan melakukan pemberkasan (minutasi) 
perkara paha dalam jangka waktu maksimal 5 jlimaj bulan terhitung sejak perkara 
didaftarkan.

6. Pencari keadilan dan masyarakat berhak memperoleh informasi dari Pengadilan 
mengenai perkembangan terakhir dari permohonan atau perkaranya m elalui meja 
informasi, situs Pengadilan atau media informasi lainnya.

B. Biaya Perkara
1. Masyarakat tidak dikenai biaya untuk mendapatkan layanan Pengadilan pada 

perkara pidana.
2. Besarnya panjar biaya perkara pada tiap-tiap Pengadilan ditetapkan melalui 

Surat Keputusan oleh Ketua Pengadilan Kisaran dan diumumkan kepada 
masyarakat melalui papan pengumuman media informasi dan situs Pengadilan 
Negeri Kisaran.

3. Masyarakat dikenakan biaya untuk proses perkara perdata, Besarnya panjar 
biaya perkara ditetapkan dalam Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM). 
Pihak pemohon atau Penggugat tidak akan diminta untuk membayar apapun 
yang tidak tertera dalam SKUM.

4. Panjar biaya perkara perdata, didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak 
yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ketempat para pihak yang 
dipanggil seria biaya administrasi, yang dipertanggungjawabkan dalam putusan.

5. Pembayaran biaya perkara melalui bank yang ditunjuk yaitu PT BTN Cab 
Kisaran.

6. Pengadilan Negeri Kisaran akan meminta penambahan biaya perkara dalam hal 
panjar yang telah dibayarkan telah tidak mencukupi.

7. Pengadilan Negeri Kisaran memberitahu dan mengembalikan kelebihan biaya 
perkara yang, tidak terpakai dalam proses berperkara. Bilamana biaya tersebut



tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan 
diberitahu maka uang tersebut akan disetorkan ke Kas Negara dan tidak dapat 
diambil lagi oleh pihak berperkara (SEMA No. 4/2008).

8. Pengadilan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum banding dalam SKUM 
yang terdiri dari biaya pencatatan pernyataan banding, biaya pemberitahuan 
berkas perkara biaya banding yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, 
biaya pengiriman uang rneiaVai bank/kantor pos, ongkos kirim berkas dan biaya 
pemberitahuan berkas perkara kepada para pihak.

9. Penyelenggara Layanan Pengadilan akan menetapkan biaya pendaftaran upaya 
hukum  kasasi ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya pencatatan 
pernyataan kasasi, biaya kasasi yang ditetapkan Ketua Mahkamah Agung, biaya 
pengiriman uang melalui bank ke rekening MA, ongkos kirim berkas dan biaya 
pemberitahuan kepada para pihak.

10. Biaya permohonan kasasi untuk Mahkamah Agung harus dikirim oleh pemegang 
kas melalui Bank BTN Cabang Kisaran dengan Nomor Rekening 00001117-01- 
30-000017-6 An. RPL 076 PN Kisaran disertai bukti pengirimannya dilampirkan 
dalam berkas perkara yang bersangkutan.

11. Pengadilan Negeri Kisaran akan menetapkan biaya pendaftaran upaya hukum 
peninjauan kembali ditentukan dalam SKUM, yang terdiri dari biaya peninjauan 
kembali yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, biaya pengiriman uang 
melalui bank, ongkos kirim berkas, biaya pemberitahuan.

C. Pelayanan Bantuan Hukum (PERMA No. 1 thn. 2GM  Tentang Pedoman Pemberian 
layanan Hukum bagi orang yang tidak mampu) di Pengadilan Negeri Kisaran.

\. Masyarakai dapat menggunakan \ayanan bantaran hukum yang tersedia pada 
setiap kantor Pengadilan Negeri Kisaran

2. Layanan Bantuan Hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan Negeri 
Kisaran terd iri dari:
1. Layanan pembebasan biaya perkara
2. Penyediaan Pos Bakum

3. Penyediakan Pos Bantuan Hukum (Posbakum\ yang mudah diakses oleh pihak- 
pihak yang tidak mampu.

4. Pengadilan Negeri Kisaran menyediakan Advokat Piket (bekerjasama dengan 
lembaga penyedia bantuan hukum) yang bertugas pada Posbakum dan 
memberikan layanan hukum sebagai berikut:
a. Bantuan pengisian formulir permohonan bantuan hukum;
b. Bantuan pembuatan dokumen hukum;
c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perkara 

pidana maupun perkara perdata;
d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk pembebasan 

pembayaran biaya perkara sesuai syarat yang berlaku;
e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk mendapat bantuan 

jasa advokat sesuai syarat yang berlaku.
'o. Vengadhan memberikan \ayanan pembebasan biaya perkara \prodeoj kepada 

pihak-pihak yang tidak mampu dengan mengajukan permohonan kepada Ketua 
Pengadilan Kisaran atau kepada Ketua Majelis Hakim.

6. Penggugat berhak mendapatkan semua jen is  pelayanan secara cum a-cum a yang
berkaitan dengan pemeriksaan perkara prodeo. Komponen biaya prodeo meliputi 
antara lain: biaya pemanggilan, biaya pemberitahuan isi putusan, biaya 
saksi/saksi ahli., biaya materai.. biaya alat tulis kantor^ biaya
penggandaan/fotokopi, biaya pemberkasan dan biaya pengiriman berkas.

7. Bagi masyarakat yang tidak mampu dapat mengajukan surat permohonan 
berperkara secara prodeo (cuma-cuma) dengan mencantumkan alasan-alasannya 
kepada Ketua Pengadilan Kisaran dengan melampirkan:

a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah/Kepala Desa setempat; 
atau



mmtyantkui yang bersengketa dapat menyelesaikan sengketa mereka 
melalui mediator bersertifikat di luar Pengadilan.

- Apabila telah tercapai kesepakatan perdamaian maka dapat mengajukan 
Gugatan kepada Pengadilan yang 6erwenang untuk  memperoleh Akta 
Perdamaian.

- Pengadilan menerbitkan Akta Perdamaian setelah para pihak
mtmdaSi'aricm gugaUm mere’aa. ’ihmgaa&tsm denggen m ^asiicpzriaan Viacsi. 
kesepakatan mediasi dan sertifikat mediator.

5. Jteteg&v&v IpksgfpMukk&p
a. Pelayanan Administrasi Banding
- Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui 

Panitera Muda Perdata, pada. Meja Pertama di Pengadilan Negeri dalam 
waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak 
putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang tidak hadir. 
Pemohon banding harus membayar panjar biaya permohonan banding yang 
dituangkan dalam SK13M. Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama 
mencatat dalam buku register dan memberikan Akta Pernyataan Banding 
kepada pemohon banding apabila panjar biaya banding telah dibayar lunas. 
Pengadilan wajib menyampaikan permohonan banding kepada pihak 
terbanding dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender, tanpa perlu menunggu 
diterimanya m emori banding.
Pemohon banding dapat melakukan pencabutan permohonan banding 
dengan mengajukannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang 
ditanda tangani oleh pembanding dengan menyertakan akta pencabutan

Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara banding dalam jangka 
waktu 5 (lima) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 2 Tahun 2014 
tentang Penyelesaian Perkara).
Dalam hal perkara telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding, salinan 
putusan segera dikirimkan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk 
segera diberitahukan kepada para pihak sejak putusan diterima oleh 
Pengadilan pengaju dalam waktu 14 (empat belas} hari.

b. Pelayanan Administrasi Kasasi
- Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum kasasi 

melaluiPanitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri 
dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya 
sejak putusan diucapkan atau diberitahukan pada pihak yang Udak:hadir. 
Pemohon atau Termohon dalam perkara permohonan dapat mengajukan 
kasasi dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penetapan diberitahukan 
kep&d&nys.
Pemohon kasasi harus membayar panjar permohonan kasasi yang 
dituangkan dalam SKUM. Pengadilan mencatat dalam buku register dan 
m^mhearikaa. Akta. Kasasi, ke-pada pgroabaa. kasasi, apabila paajar
biaya kasasi telah dibayar lunas.
Pemohon Kasasi wajib menyampaikan memori kasasi selambat-lambatnya 
dalam waktu 14 /empat belas) hari sesudah pernyataan kasasi diterima pada 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri. Panitera wajib memberikan tanda terima 
atas penerimaan memori kasasi.
Pemohon Kasasi dapat melakukan pencabutan permohonan kasasi yang 
diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran yang ditanda tangani oleh 
pemohon kasasi dengan menyertakan Akta Pencabutan Kasasi yang 
ditandatangani oleh Panitera.
Pengadilan wajib melakukan pemeriksaan perkara kasasi dalam jangka 
waktu 5 (lima) bulan termasuk proses minutasi (SEMA No. 2 Tahun 2014 
tentang Penyelesaian Perkara).



k, Pengadilan menyediakan salinan putusan Pengadilan kepada para pihak, 
paling lama 14 (empat belas hari) setelah putusan dibacakan di muka 
persidangan. Bagi para pihak yang tidak hadir pada sidang pembacaan 
putusan. Pengadilan wajib memberitahukan paling lama S  (tiga ban? setelah 
putusan dibacakan dimuka persidangan

3. Ougdtan Termdtdian ~&elompdK \ Cksss Action)
a. Dasar Hukum:

PERMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Gugatan Perwakilan Kelompok.
h. ht&sy&caknt dapat mengajcikan gugatan outdated ozekardsoze gugatan 

perwakilan kelompok (Class Action). Gugatan perwakilan kelompok diajukan 
dalam hal:

qaqggst&. keksxssgok* ^jssskk»&. b&syak tidak. efektif. dan.
efisien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara 
bersama-sama dalam satu gugatan.

- Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum 
yang digunakan yang bersifat subtansial, serta terdapat kesamaan jenis 
tuntutan di antara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya.
Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi 
kepentingan anggota kelom pok yang diwakilinya;
Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat dapat 
mengajukan Gugatan untuk kepentingan masyarakat. Antara lain dalam 
perkara lingkungan dan perlindungan konsumen.
Organisasi kemasyarakatan/ Lembaga Swadaya Masyarakat yang 
mengajukan gugatan untuk kepentingan umum harus memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang yang bersangkutan 
antara lain dalam Undang-undang No. 23. Tahun 1997 tentang 
Pengelolaan Lingkungan Hidup atau Undang-undang No. 8 Tahun 1999 
Pasat l  angka i& jo . Pasat 2  ayat (t) Peraturan Pemerintah No. 59 Tahan 
2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen,

c. Surat gugatan kelompok mengacu pada persyaratan-persyaratan yang diatur
beriak^, 4oss. is£6ssnak\

identitas lengkap dan jelas dan perwakilan kelompok.
Identitas kelompok secara rinci tanpa menyebutkan nama anggota.

- Identitas lengkap dan jelas wakil kelompok, tanpa menyebutkan nama 
anggota kelompok satu persatu.
Identitas kelompok yang diperlukan dalam kaitan dengan kewajiban 
melakukan pemberitahuan.

4. Pelayanan Mediasi
a. Dasar Hukum:

b.
PERMA No. 1 Taiiuii 2016 tentang Mediasi di Pengadilan 
Mediasi dalam Persidangan:

Pengadilan memberikan layanan mediasi bagi para pihak dalam
persidangan dan tidak dipungut 'biaya.
Para pihak dapat memilih mediator berdasarkan daftar nama mediator 
yang disediakan oleh Pengadilan, yang memuat sekurang-kurangnya 5
(ttmat nama medtatnr dan dhsertai dengan tatar betakang pendidikan atau 
pengalaman para mediator.
Para pihak dapat memilih mediator yang bukan Hakim. Dalam hal 
demikian, m k a  biaya, mediator menjadi. beb&n. para. pib,ak..
Jika para pihak gagal memilih mediator, ketua majelis Hakim akan segera 
menunjuk Hakim (bukan pemeriksa pokok perkara) yang bersertifikat 
pada Pengadilan yang sama untuk menjalankan fungsi mediator. 
Pengadilan menyediakan ruangan khusus mediasi yang bersifat tertutup 
dengan tidak dipungut biaya.

Mediasi di Luar Persidanganfdi Luar Pengadilan) :



B. Perkara Perdata
1. Pelayanan Permohonan

a. Masyarakat dapat mengajukan Permohonan dalam bentuk tertulis kepada
Ketua Pengadilan Negeri Kisaran.

b. Petugas Meja I pada Pengadilan wajib memberikan bukti register dan nomor
urut setelah pemohon membayar panjar biaya perkara yang besarnya sudah 
•gaag&s&sfft -feham Yss&cst sgahlsan &ssansn 'S & M i.

c. Khusus untuk permohonan pengangkatan/adopsi anak, masyarakat dapt 
mengajukan Surat Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran

diangkat.
d. Pemohon yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mendatangi Advokat 

Piket pada. Pos Bantuan. Hukum /Pos baku ml, Pengadilan setempat yang, akan 
membantu Pemohon untuk menyusun surat permohonannya.

e. Pengadilan akan mengirimkan panggilan sidang kepada Pemohon dan para 
pihak selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang pertama.

f. Pengadilan wajib menyelesaikan proses permohonan selambat-lambatnya 1
(satu) bulan terhitung sejak sidang pertama. Bagi permohonan yang yang 
sifatnya sederhana (tidak ada termohon) diselesaikan dalam waktu
selambatlambatnya 2 (dua) minggu sejak sidang pertama (kecuali
ditentukan lain dengan (undang-undang).

g. Pengadilan wajib memberikan penjelasan persoalan apa saja yang dapat 
diajukan permohonan.

h. Suatu penetapan atas suatu permohonan dapat diajukan kasasi.

T. 9?%sxgsxram. m
a. Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan melalui petugas Meja 

Pertama dengan menyerahkan surat gugatan , minimal 5 (lima) rangkap. 
Ltatadr gugatan dengan tergugat tehih dari satu, maka surat gugatan 
diberikan sesuai jumlah Tergugat berikut Softcopynya.

b. Masyarakat sedapat mungkin menyerahkan salinan lunak (softcopi/j surat 
gug/atan kepada pelaksana layanan Pengadilan.

c. Penggugat membayar biaya panjar berdasarkan Surat Kuasa Untuk 
Membayar (SKUM) dari petugas Meja Pertama yang berisi informasi mengenai 
rincian panjar biaya perkara yang harus dibayar. Penggugat melakukan 
pembayaran panjar melalui bank yang ditunjuk oleh Pengadilan.

d. Penggugat wajib menyerahkan SKUM dan bukti pembayaran kepada Petugas 
Meja Pertama untuk didaftarkan dan menerima tanda lunas beserta Surat 
Gugatan yang su&an dibubuhi cap tanda pendaiiaran dari petugas pada 'hari 
yang sama atau selambat- lambatnya 2 (dua) hari kerja

e. Pengadilan dapat meminta penambahan biaya perkara dalam hal panjar yang
fcferfr drfHtjmrkmr rmrncttkttpr. fterrggtfggrf  d&p&t meiWArrArm
pembayaran Penambahan panjar biaya perkara dilakukan melalui bank yang 
ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Kisaran.

C. Pengadilan, wojjh. hari. lagafaafeaga. 'k hari,
kerja sejak perkara diterima oleh majelis Hakim.

g. Pengadilan wajib menyelenggarakan pemeriksaan perkara (gugatan, jawaban, 
replik» duplik, pembuktian, kesimpulan, putusan, minutasb diselesaikan 
dalam jangka waktu selambat-lambatnya 5 (lima) bulan semenjak perkara 
didaftarkan.

h. Para pihak akan mendapatkan surat pemanggilan sidang hari pertama dari 
Pengadilan selambat-lambatnya 3 (tiga} han sebelum sidang pertama. 
Penentuan hari sidang pertama sejak perkara diregister ditentukan 
berdasarkan jumlah tergugat dan dom isili tergugat dari Pengadilan.

i. Hakim wajib melakukan mediasi sebelum memeriksa perkara ( Perma No.l 
Tahun 2016).

j. Penggugat dapat mengajukan permohonan mediasi setiap saat selama proses 
persidangan.



pemberitahuan lelah diierimanya surai pengadaan oleh Badan Pengawasan aiau 
Pengadilan Tingkat Banding.

6. Wajib memeriksa dan memberitahukan status pengaduan kepada pelapor 
sefam 6at- fam 6a tny a tfafam waktu 90 jsemfeT&n puluh f hari kerja sejak 
pengaduan didaftar di agenda pengaduan Badan Pengawasan atau Pengadilan 
Tingkat Banding. Dalam hal pemeriksaan belum selesai dilakukan dalam jangka 
wi&risi k s s t e  '22S&S* -wapD mzenhxfts&zzissai iiasan -peinnidacm
tersebut kepada pelapor melalui surat.

52fcw22a»£i
1. Dasar Hukum;

a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
b. SK KMA Nomor 144 jKMA/SK/IIl/2007 tentang. Keterbukaan Informasi di 

Pengadilan
c. SK KMA Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi 

Pengadilan.
2. Pengadilan Negeri KISARAN menyediakan informasi antara lain mengenai*.

a. Hak-hak para pihak yang berhubungan dengan peradilan, antara lain hak 
mendapat bantuan hukum, hak atas perkara cuma-cuma, serta hak-hak 
pokok dalam proses persidangan;

b. Tata cara pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan Pegawai;
c. Hak-hak pelapor dugaan pelanggaran Hakim dan Pegawai; 
d'. Fata cara memperoleh pelayanan niiormasf. a an;
e. Informasi lain yang berdasarkan SK-1-144 Tahun 2011 merupakan informasi 

publik.
7>. Pesigtdlkmi 'fi&s&rmi 'nteuyeiiiiifaui. 'dssses ufairm asi \-eriGdrup 'petcasaai

secara online atau melalui situs Pengadilan, dengan melakukan proses 
pengaburan terhadap identitas pihak-pihak yang tercantum dalam putusan.

4. Masyarakat Azp&t mengajukan perm ohonan inform asi m elalui petugas pada Meja 
Informasi.

5. Pengadilan Negeri Kisaran memberikan jawaban dapat ditindaklanjuti atau 
tidaknya Permohonan informasi selambat lambatnya 6 (enam), hari kerja.

6. Pengadilan Negeri Kisaran memberikan informasi yang dim inta selambat- 
lambatnya dalam jangka waktu 13 (tiga belas) hari kerja sejak permohonan 
informasi dimohonkan.

7. Pengadilan Negeri Kisaran dapat meminta perpanjangan waktu bila diperlukan 
proses Pengaburan informasi atau informasi yang diperlukan sulit ditemukan 
atau memiliki volume besar sehingga memerlukan waktu untuk 
menggandakannya.

8. Pemohon dapat mengajukan keberatan jika Pengadilan menolak permohonan 
informasi yang diajukan, paling lambat 5 (lima) hari melalui meja informasi.

9. Pengadilan akan m em angut biaya penja linan inform asi dengan b la ja  yang wajar 
sesuai dengan standar wilayah setempat dan tidak memungut biaya lainnya.

m . p im a tn iu M  n e g k r x  k isa r a n .

A. Dasar Hukum
1. HIR/Rbg
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan KeHakiman
5. Undang-Undang Nom or 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
6. S KMA Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 138/KMA/SK/IX/2009 tentang 

Jangka Waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung Republik 
Indonesia.



b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin 
atasi Kartu Jaminan Krarfmltam Masvasakat ^Jasakessaas^ «sJissa. Kartu Program 
Keluarga Harapan (FKH) 222222: IEsb&b BteBSassre. ILatagyai^TBagaK $90^.

c. Surat pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang di buat dan di 
tandatangani oleh pemohon layanan pos bakum Pengadilan dan di setujui 
oleh petugas pos bakum Pengadilan Negeri Kisaran.

S. Jika pemohon prodeo tfcfak dapat menulis atau membaca maka permohonan 
beracara secara prodeo dapat diajukan secara lisan dengan menghadap Ketua 
Pengadilan.
?TUser&ca -yermdnmran -yeiifvPvasan hiraya -pefszmt rhdn 7?^mx)mm ) Y-un-ggugctc.
a. Petugas Meja I setelah meneliti kelengkapan berkas permohonan pembebasan 

biaya perkara, dicatat dalam buku register permohonan pembebasan biaya 
pezks&zt, di&j&2£a& kepada kefzza P&vg&dilzv Afegs&r? Xk%axa& jssekzkd Ĵ arasfe*?» 
setelah memeriksa kelengkapan persyaratan pembebasan biaya perkara;

b. Ketua Pengadilan Negeri Kisaran melakukan pemeriksaan berkas permohonan 
pembebasan biaya, perkara berdasarkan pertimbangan Panitera sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 f dan mengeluarkan surat penetapan pelayanan 
pembebasan biaya perkara apabila permohonan dikabulkan dibuat dalam 
rangkap 3 (tiga) masing-masing untuk arsip berkas perkara, Panitera dan 
pemohon;

c. Apabila pada hari yang bersangkutan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran tidak 
berada ditempat, maka surat penetapan tersebut dapat dikeluarkan oleh Wakil
Ketua atau Hakim yang ditunjuk.

10. Pengadilan menyediakan anggaran untuk biaya perkara prodeo dengan 
memperhatikan anggaran yang tersedia. Ketersediaan anggaran tersebut 
diumumkan kepada masyarakat secara berkaia meiaiui papan pengumuman 
Pengadilan atau media lain yang mudah diakses.

’D». ^m yzaftru ’iVegeri
1. Dasar Hukum:

a. SK KMA Nomor: Q76/KMA/SK/VI/20Q9 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Penaszga.nan Pe.ngathxan Si Lingkungan Lenthaga Peradilan:

b. SK KMA Nomor 080/KMA/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan

c. Surat Kepala Badan Pengpwasan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juli 2015 
Nomor 201 /BP/DLG/07/2015 tentang Pengaduan.

2. Menyediakan meja pengaduan untuk menerima pengaduan dari masyarakat atau 
pencari keadilan tentang mengenai penyelenggaraan peradilan termasuk 
pelayanan publik dan atau perilaku aparat Pengadilan. Meja pengaduan tidak 
menerima pengaduan yang terkait dengan isi dari putusan atau tentang substansi 
perkara dan pengaduan tentang fakta atau peristiwa yang teijadi lebih dari 2 
')duaj tahun se'neium pengaduan diterima. 'Khusus untuk pengaduan tentang 
pelayanan Pengadilan harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) 
hari sejak pengadu menerima layanan Pengadilan.

3. Masyarakat dapat menyampaikan Pengaduan m eiaiui meja pengaduan atau
melalui Pos dengan mengisi formulir pengaduan secara tertulis dan
melampirkan bukti-buktiyang diperlukan.

4. yytnggj&j&n. akas. menokeUkaj?. tanda, terima. yane, becisi msmac 
pengaduan yang dapat digunakan oleh pelapor untuk mendapatkan informasi 
mengenai status pengaduannya. Dalam hal pengaduan dilakukan melalui pos, 
maka petugas pengaduan memberitahukan pelapor perihal pengaduan telah 
diterima dengan memberikan nomor agenda.

5. Menyampaikan informasi mengenai status pengaduan kepada pelapor dalam 
waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pengaduan 
disampaikan, selanjutnya pelapor berhak mendapatkan inform asi mengenai 
perkembangan status pengaduannya. Dalam hal, pengaduan dilakukan melalui 
pos, maka jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja berlaku sejak tanggal



Dalam hal perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, Pengadilan wajib 
mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Tingkat Pertama untuk 
diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 hari sejak putusan 
diterima ofeh Pengadilan pengaju, 

c. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali 
Para pihak dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap 
-pdiinsm 'yang, *vshshi Hx $sb$knsfosi 'ndsum  *nf£Hp 'sesuai dengan 's.-ei'en'roan 
undang-undang.
Penggugat atau tergugat dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan 

Jfera&gK? .M&\d? Jtend?«fe? jStad? ■Me,!? J&F&assv? #  yfeygavdAlsv?
Negeri.

- Pemohon Peninjauan Kembali harus membayar biaya perkara yang 
dituangkan dalam SKUM. Pemvataan Pen imp u a n Kembali dapat diterima 
bila panjar dalam SKUM telah dibayar lunas.
Pencabutan Permohonan Peninjauan Kembali diajukan kepada Ketua 
Mahkamah Agung dan ditandatangani oleh pemohon peninjauan kembali.

- Pengadilan wajib mengirimkan salinan putusan Mahkamah Agung, dalam hal 
perkara telah diputus oleh Mahkamah Agung, kepada Pengadilan Tingkat 
Pertama untuk diberitahukan kepada para pihak dalam waktu 30 (tiga 
puluh) hari sejak putusan diterima oleh Pengadilan pengaju.

6. Pelayanan Adm inistrasi Eksekusi
a. Masyarakat yang lefah memififii putusan PfengadiTan yang berkekuatan hukum 

tetap dapat mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut.
b. Pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua 

*£raigutilaai VKgefi Kinsmai
c. Pengadilan harus menetapkan biaya panjar eksekusi yang ditentukan dalam 

SKUM yang berisi komponen biaya eksekusi, yaitu biaya materai penetapan
hi?xs» pf9SBtoeritoab&iai&. Aav.vx<tmn^ Ktegzxraj? Jratatf» kepada 

Eksekusi, biaya pelaksanaan eksekusi (terdiri dari biaya Pelaksanaan 
eksekusi/pengosongan, biaya sita eksekusi/angkat sita/CBj, biaya
penyampaian Salinan Berita Acara Sita kepada para pihak dan 
desa/kelurahan, biaya pemberitahuan dan pencatatan eksekusi ke Badan 
Pertanahan Nasional (BPN) dan biaya sewa kendaraan.

d. Pengadilan harus segera mengeluarkan penetapan eksekusi sejak permohonan 
diterima. Penetapan tersebut menyatakan bahwa permohonan eksekusi 
tersebut dapat dieksekusi fexecutable)  atau tidak dapat dieksekusi fnon 
executable).

e. Jika seteian ditem ptin  ’langkah-langkah sesuai ketentuan perundangan dan 
ternyata pihak yang kalah tetap tidak mau melaksanakan putusan Hakim, 
maka Ketua Pengadilan Kisaran membuat penetapan eksekusi.

f. fbm odorr e&aaitasr wcrjrd ntenrdayar parrjkr « t e r W  dteifcafar agar efcsetxcsr 
dapat dilaksanakan. Jika biaya tidak mencukupi maka Pemohon dapat 
dimintakan biaya tambahan pelaksanaan eksekusi oleh Pengadilan dengan 
diseriai taoda. hjzkth berikah rimJa©* kiwipv?R7?, birnya.

g. Setiap perintah eksekusi yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Kisaran 
harus dalam bentuk tertulis dan memperhatikan tenggang waktu yang cukup 
sekurar^ kurangnya 3 hari sebelum pelaksanaan eksekusi.

C. Perkara Pidana
1. Pelayanan Persidangan

a- Pengadilan menyediakan ruang tunggu khusus yang terpisah di Pengadilan 
bagi terdakwa/korban/saksi-saksi jika diperlukan serta jaminan keamanan 
yang memadai. Jika hal ini tidak dimungkinkan, maka Pengadilan akan 
mengatur tempat terpisah disesuaikan dengan kondisi di Pengadilan 
setempat.

b. Saksi atau korban dapat mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim 
untuk mendapatkan pemeriksaan terpisah tanpa "kehadiran salah satu



pihak apabila yang bersangkutan merasa tertekan atau terintimidasi secara 
psikologis. Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut 
dengan memperhatikan kondisi psikologis pemohon.

c. Pengadilan wajib menyelesaikan perkara pidana dengan memperhatikan 
jangka waktu penahanan. Terdakwa wajib dilepaskan dari tahanan jika 
jangka batas waktu penahanan terlampaui. Secara khusus jangka waktu

-pefKHra iJidm  -prakara jsstnsra idalohi isdoagm ‘uerskot.
i. Perkara pidana umum harus diputus dan diselesaikan paling lama 6 

bulan sejak perkara didaftarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal

ii. Perkara pidana yang terdakwanya ditahan akan diputus dan 
diselesaikan oleh Pengadilan paling lama 10 hari sebelum masa tahanan 
berakhir..

m. Jangka waktu penyelesaian perkara pidana khusus dilakukan sesuai 
ketentuan Undang-undang.

d. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pada tingkat banding kepada 
Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 17 (tujuh belas) hari sebelum 
masa tahanan berakhir.

e. Pengadilan wajib mengirimkan putusan pidana pada tingkat kasasi kepada 
Terdakwa/Kuasa Hukumnya paling lama 7 (tujuh) hari sebelum masa 
tahanan habis.

f. Pengadilan wajib menyampaikan salinan putusan dalam jangka waktu 
paiTng lambat M  (empat betas}' hari kerja sejak putusan diucapkan kepada 
Kejaksaan, Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara, Penyidik 
dan Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

%- 'wujkj menyccnqjiilKcCii -ye&Ktcn *p,CiVc««fri -pdncna kepc
dan JPU segera setelah putusan diucapkan. Apabila putusan diucapkan 
pada sore hari maka penyampaian petikan putusan dilakukan pada hari 

b& ik i

2. Pelayanan Sidang bagi Anak uang Berhadapan dengan Hukum
a. Dasar Hukum:

Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang- 
undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Pengadilan wajib menyediakan ruang tunggu dan ruang sidang khusus 
untuk persidangan Anak.

c. Hakim wajib untuk melindungi hak privasi anak dan menghindarkan anak
dari tekanan psikologis, makabengan menyelenggarakan sidang dalam 
ruangan tertutup.

d. Hakim  dalam sidang anak tidak mengenakan toga.
e. /M m r wajrfr memarnTfecfr aukcxyst aknTpmgarr akrr orang' brer atfaxt

wali/orang tua asuh atau penasihat hukum atau Bimbingan 
Pemasyarakatan (BAPAS) untuk mendampingi dan menjelaskan berbagai 
baLyin.% bermanfaat, hasg, anak, fa  .

f. Dalam hal diperlukan penahanan maka keputusan menahan harus 
mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh kepentingan anak atau 
kepentipgan masyarakat. Tempat penahanan b^gi anak dipisahkan dari 
orang dewasa.

3. Pelayanan Pengajuan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan
a. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan permohonan 

penangguhan atau pengalihan penahanan secara lisan di depan Majelis 
Hakim, atau secara tertulis dengan surat permohonan ditujukan kepada 
Majelis Hakim. Surat permohonan tersebut harus menyebutkan alasan 
diajukannya penangguhan penahanan.



b. Terdakwa./ Penasihat Hukum/Keluarga/Wali dapat memberikan jaminan 
penangguhan atau pengalihan penahanan berupa jaminan uang dan atau 
jaminan orang.

c. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya harus menyebutkan besarnya 
jaminan uang dalam Penetapan Penangguhan atau Pengalihan Penahanan. 
Pengadilan wajib menyimpan uang tersebut di Kepaniteraan Pengadilan 
Yvegeri tran \jdsCii Tsetunsya Ohjeriszai paha i u traK^.n jYersaifgxa Piaa PPiaaiga 
atau kuasa hukumnya.

d. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukumnya wajib membuat pernyataan
Jfe&ass* .hr&bwe? a? apabete tendaVwe? j& ng

ditahan melarikan diri. Dalam penetapan pernyataan penangguhan 
penahanan tersebut harus disebutkan identitas secara jelas dan besarnya

e. Terdakwa/Tersangka/Penasihat Hukum hanya dapat mengambil jaminan 
uang kembali jika telah terdapat Putusan yang berkekuatan hukum tetap.

4. Pelayanan Sidang Tindak Pidana Ringan/ Tilang
a. Persidangan untuk perkara pelanggaran lalu lintas diselenggarakan 1 (satu) 

hari dalam 1 (satu) minggu pada hari tertentu. Dalam kondisi tertentu 
’Pengadilan dapat menyelenggarakan sidang tilang ie'bfn dari T jsaoi) kait 
dalam 1 (satu) minggu.

b. Pengadilan melaksanakan Sidang Tilang di Pengadilan pada waktu yang telah
c&ierrCakarr.

c. Pelanggar dapat mendatangi Pengadilan pada waktu yang ditentukan 
tersebut dengan membawa bukti pelanggaran.

'i. Pengadilan, memgtmnmkan. laJSarmasL tsota22%yzfkuaL siriai2%ipdanggpran. lalJi 
lintas pada hari itu yang dimuat pada papan pengumuman atau di depan 
ruang sidang.

e. Aj^abila Pelanggar berhalangan hadir dalam sidang maka vang bersangkutan 
dapat menunjuk wakil/kuasa untuk menghadiri sidang dan bersedia 
membayar sejumlah uang denda sesuai dengan yang dijatuhkan oleh Hakim 
dalam persidangan.

f. Segera setelah Hakim memutus jumlah denda, Pelanggar dapat mengambil 
barang bukti kepada Jaksa.

5. Pelayanan Pengajuan Opaya fftikum
a. Pelayanan Administrasi Perkara Banding Pidana

- Terdakwa/Penasihat Hukumnya dapat mengajukan Permohonan banding
iizkum 'w iikta 1 '(cdjtitfy *mfri isesatehi -ptitumtn iiiptahhaBt, mau -seuPiaVi 
putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir dalam 
pengucapan putusan. Dalam hal jangka waktu tersebut terlampaui maka 
gtejEB&fesman b&n&ng dste&ak x\Vb JiejajffgdOias dengan
membuat surat keterangan permohonan banding.
Terhadap Permohonan banding yang telah memenuhi prosedur dan waktu 
yang, ditetapkan.. Panitera harus membuatkan akta pernyataan banding, 
yang ditandatangani oleh Panitera dan pemohon banding, serta 
diberitahukan kepada termohon banding.
Setiap penerimaan permohonan banding yang diajukan dalam hal 
terdakwa ada dalam tahanan, Ketua Pengadilan Negeri Kisaran harus 
melaporkan pada Pengadilan Tinggi tentang permohonan tersebut paling 
lambat 2 hari

- Sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, pemohon dan 
termohon banding wajib diberi kesempatan untuk mempelajari berkas 
perkara selama 7 (tujuh) hari.

- Selama perkara banding belum diputus ofefi Pengadilan Tinggi, 
permohonan banding dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah 
dicabut, pemohon tidak boleh mengajukan permohonan banding lagi, 
’fctucimasin trdnsni ‘tenggang 'waVuu -masa -pengajuan Yjan&mg.



iJakms hai' perkara ieiait atpains uteh Pengadihut buiuhitg, sahuiiii 
putusan dikirim kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada 
terdakwa dan Penuntut Umum, yang untuk itu Panitera membuat akta
penjben'iajiuan putusan Ukikm waktu paiVngiuma 2  (duaf bark

b. Pelayanan Administrasi Perkara Kasasi Pidana
T sslfesb. % k sn s^ 8 . isjpjA '̂ ismssSnmssn '’szBSissii
kepada Panitera selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari 
sesudah putusan Pengadilan diberitahukan kepada terdakwa/Penuntut

- Permohonan kasasi yang meiewati tenggang waktu tersebut, tidak dapat 
diterima.
Dalam tenggang, waktu 14 tempat belas), hari, setelah nermnhnnan kasasi 
diajukan, pemohon kasasi harus menyerahkan memori kasasi dan 
tambahan memori kasasi (jika ada). Untuk itu petugas membuat Akta 
tanda terima memori/tambahan memori.

- Dalam hai pemohon kasasi adalah terdakwa yang kurang memahami 
hukum, Pelaksana Layanan Pengadilan (Panitera) wajib menanyakan 
alasan ia mengajukan permohonan tersebut dan untuk itu Panitera 
mencatat alasan permohonan kasasi

- Panitera memberitahukan tembusan memori kasasi kepada pihak 
termohon dan untuk itu petugas membuat tanda terima.

- reimohon Kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi. Daiam hai 
Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi untuk itu Panitera 
memberikan Surat Tanda Terima.

- 'peifOfTis ’ssfsasi hs&umi Ahpdras UsPn \4ablfamaki Aegzntg, 
permohonan kasasi dapat dicabut oleh pemohon. Dalam hal pencabutan 
dilakukan oleh kuasa hukum terdakwa, harus mendapat persetujuan 
texlehih riwhu.lu .dari .terdakwa A£o& pe&r&btxtan tensdho.t, .Rau.ite.n3 
membuat akta pencabutan kasasi yang ditandatangani oleh Panitera, 
pihak yang mencabut dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Negeri Kisaran. 
Selanjutnya akta tersebut dikirim ke Mahkamah Agpng,
Dalam hai perkara telah diputus. Mahkamah Agung wajib mengirimkan 
salinan putusan kepada Pengadilan Negeri untuk diberitahukan kepada 
terdakwa dan Penuntut Umum, paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari 
untuk perkara yang berdasarkan oleh peraturan perundang-undangan 
harus selesai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dan 2 (dua) bulan untuk 
perkara yang tidak bersifat prioritas.

c. Pelayanan Administrasi Peninjauan Kembali Pidana
Permohonan Peninjauan Kembali dari terpidana atau ahli warisnya 
diterima oleh panitera Muda Pidana dan dibuatkan Akta Pernyataan 
Peninjauan Kem&afi serta dicatat dalam Buku Register. Panitera Muda 
Pidana akan memberikan tanda terima kepada Pemohon.
Dalam hal terpidana selaku pemohon Peninjauan Kembali kurang 
mram&cmii 'u iistm i, Ibsihcra ^wajib meriai ryakan ban mencatat ibasan- 
alasan dalam Akta Pernyataan Peninjauan Kembali serta dicatat dalam 
Buku Register.

-  Ztek&s? D /Avari,1 Asa*ji? s&tstei* AW, K-e&s'a
Pengadilan Negeri wajib menunjuk Majelis Hakim yang tidak memeriksa 
perkara semula, untuk memeriksa dan memberikan pendapat apakah 
alasan permohonan Peninipiian Kembali telah, sesuai den^pn ketentuan 
Undangundang.
Daiam tenggang waktu 14 (empat belas) hari keija Majelis Hakim pada 
Pengadilan Negeri memeriksa apakah permohonan PK telah memenuhi 
persyaratan. Dalam pemeriksaan tersebut, terpidana atau ahli warisnya 
dapat didampingi oleh Penasehat Hukum dan Jaksa yang dalam hal ini
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syampaikan pendapatnya.
l  V llU itlU t V* U1 UU1

t), PvtuyWxWi Ausi iui i^ir i jssj^x
a. Terpidana/penasihat hukumnya dapat mengajukan permohonan grasi 

terhadap putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
\xrC<:ztrz3.

b. Dalam hal pidana yang dijatuhkan adalah pidana mati permohonan Grasi
dapat diajukan tanpa persetujuan terpidana.

.a^.t^tao.t^o.o.’e» scoxyr .ao.t»o.V ,cl'.TOc\t\c\t\U-3.w sxrveh  .aao.t-p.Vr • .T>iclo.a.o klLvJr.i

Pidana seumur hidup dan pidana penjara minimal 2 (dua) tahun.
d. Permohonan Grasi tidak dibatasi oleh tenggang waktu.
e. Permohonan Grasi, diaiiikan kena ria Presiden meJaJni Ketua. Pensadiian Negeri 

Kisaran yang memutus perkara pada tingkat pertama dan atau terakiiir untuk 
diteruskan kepada Mahkamah Agung.

f. Panitera wajib membuat Akta Penerimaan salinan Permohonan Grasi, 
selanjutnya berkas perkara beserta permohonan Grasi dikirim ke Mahkamah 
Agung. Apabila Permohonan Grasi tidak memenuhi persyaratan, Panitera 
membuat Akta Penolakan permohonan Grasi


